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  5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9                
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat              
Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9                  
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat    
Nomor 236); 

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor 

Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016             
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5           

Seri E); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 

INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024. 
 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.  

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor . 

6. Kepala Inspektorat Daerah adalah Inspektur Kota Bogor. 

7. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun.  

8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses 

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan 
keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, 

dan efektif.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Kepala Daerah. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2019 Nomor 11 Seri E); 
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menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah 
di masa yang akan datang.  

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.  

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.  

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.  

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja 
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 

isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 
bertahap sebagai penjabaran strategi.  

20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber 
daya pembangunan. 

21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).  

 
BAB  II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal  2 

 
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: 

a. sistematika rencana strategis; 
b. pengendalian dan evaluasi; dan  
c. perubahan rencana strategis. 

 
 

BAB  III 

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS 
 

Pasal  3 
 

(1) Sistematika Renstra Inspektorat Daerah meliputi: 

a. BAB I : Pendahuluan; 
b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 
c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah; 

d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran; 
e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan; 

f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 
h. BAB VIII : Penutup. 

 
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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BAB  IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal  4 

 

(1) Inspektur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra 
Inspektorat Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup indikator kinerja Inspektorat Daerah serta rencana program, 
kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan 

sasaran Renstra Inspektorat Daerah. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat 

Daerah.  

(4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 

untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana 
program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, 

dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah.  

(5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud ayat 
(3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB  V 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 
Pasal  5 

 

 
(1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD. 

 
(2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi pedoman 

dalam perubahan Renja Inspektorat Daerah. 

 

BAB  VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal  6 

 

(1) Sebelum Renstra Inspektorat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, 
penyusunan Renja Inspektorat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, 
dan RKPD. 

 
(2) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 
pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. 
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Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada BAB I Ketentuan Umum 

Pasal 1 point 29 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat 

Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

Tugas dan fungsi Inspektorat sebagai satu-satunya perangkat 

daerah bidang pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Bogor 

menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan sasaran dalam 

Renstra Inspektorat Kota Bogor untuk kurun waktu 2019 – 2024. 

Secara rinci proses penyusunan Renstra adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahapan Persiapan meliputi:  

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang 

pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;  

b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; 

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat 

Daerah;  

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

Daerah berdasarkan SIPD. 

2. Penyusunan rancangan awal mencakup:  

a. Analisis gambaran pelayanan; 

b. Analisis permasalahan; 

c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; 

d. Analisis isu strategis; 
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e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam 

rancangan awal RPJMD;  

f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah 

untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja 

Perangkat Daerah; 

g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran 

berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta 

program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.  

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan 

menyempumakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan 

Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra 

Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah / lintas 

Perangkat Daerah. 

Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah 

dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan 

Bappeda. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah 

dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah 

bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman 

target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok 

sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat 

Daerah.  

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

merupakanproses penyempumaan rancangan Renstra Perangkat 

Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan 
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rancangan akhir Renstra PerangkatDaerah dilakukan untuk 

mempertajam strategi, arah kebijakan,program dan kegiatan 

Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arahkebijakan, program 

pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang RPJMD. 

Tugas dan fungsi Inspektorat sebagai satu-satunya perangkat 

daerah bidang pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Bogor 

yaitu menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan 

sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Bogor untuk kurun waktu 

2019-2024. 

Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat 

daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi 

dengan BAPPEDA yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang 

terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan forum 

itu sendiri untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman 

target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok 

sasaran yang telah dalam rancangan Renstra perangkat daerah. 

 

1.2.  Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota 

kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndoneeia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesla Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 'l'ahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 

6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemharan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

136); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tenrang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



6 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem lnformasi Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor l Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota 

Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 

2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 

Nomor 3 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 ten tang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor l Seri D); 

24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kota Bogor 

tahun 2018); 

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor 

T'ahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 

Nomor 11 Seri E); 
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26. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 90 Tahun 2018 tentang 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural 

di Lingkungan Inspektorat Kota Bogor (Tambahan Lembaran 

Daerah Tahun 2018 Nomor 16 Seri D); 

 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

 

a. Maksud dari Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bogor 

Tahun 2019-2024 adalah: 

Untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah 

kebijakan Perangkat Daerah Inspektorat, dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor 

Tahun 2019-2024. 

b. Tujuan dari Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bogor 

Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

serta program dan indikasi kegiatan Inspektorat Kota 

Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada 

tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024; 

2) Memberikan pedoman bagi Inspektorat Kota Bogor dalam 

menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2019-2024); 

3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Inspektorat 

khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan 

pemerintahan di bidangnya, yang harus 

dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD 

dan LKPJ tahunan dan Akhir Masa Jabatan oleh Kepala 

Inspektorat Kota Bogor; 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan. 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah   

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat 

Daerah 

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 

danWakil Kepala Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat 

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV Tujuan Dan Sasaran 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah 

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan 

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

BAB VIII Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR 

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bogor 

sesuai dengan amanat : 

1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kta Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota 

Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D); 

2) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Lerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 

2018); 

3) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 90 Tahun 2018 tentang 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di 

Lingkungan Inspektorat Kota Bogor (Tambahan Lembaran 

Daerah Tahun 2018 Nomor 16 Seri D). 

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kota Bogor 

adalah sebagai berikut : 

 1. Tugas Pokok : 

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh 

Perangkat Daerah. 

2. Fungsi 
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a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan;  

b. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Wali Kota; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota 

terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. 

3. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Bogor Nomor 81 Tahun 

2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat daerah sebagai berikut:, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Wali Kota Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 
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Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari: 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat membawahi:  

 1. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; 

 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;  

c. Inspektur Pembantu I membawahi Jabatan Fungsional; 

d. Inspektur Pembantu II membawahi Jabatan Fungsional; 

e. Inspektur Pembantu III membawahi Jabatan Fungsional.  

 

Uraian tugas Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur 

Pembantu dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

Peraturan Wali Kota tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Tugas Inspektur adalah membantu Wali Kota dalam membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.  

 Inspektur mempunyai fungsi:  

a. pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat;  

b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidangPengawasan;  

c. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kegiatan peningkatan 

kapasitas APIP, Kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reviu, 

kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pemeriksaan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya;  

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Wali Kota;  

e. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan 

prasarana Inspektorat; 

g. pelaksanaan administratif Inspektorat;  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Sekretaris mempunyai tugas membantu inspektur dalam 

melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua 

unsur di lingkungan Inspektorat.  

Sekretariat mempunyai fungsi:  

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan 

anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja 

sama;  

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 

analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, serta monitoring 

dan evaluasi pencapaian kinerja;  

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan 

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah 

tangga. 

3. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan dan urusan 

pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan bertanggung jawab 

kepada Inspektur.  

Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:  

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap perangkat daerah;  

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;  

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;  

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;  

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;  

g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas 

Intemal Pemerintah lainnya;  
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h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;  

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Inspektur;  

j. penyusunan laporan hasil pengawasan. 

 

2.2.  Sumber Daya Inspektorat Perangkat Daerah 

 Sumber Daya yang dimiliki Inspektorat Kota Bogor adalah : 

a. Kekuatan personil berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Terisi 

1. Eselon II - 

2. Eselon III 4 

3. Eselon IV 2 

4. Fungsional Auditor Madya 7 

5. Fungsional Auditor Muda 14 

6. Fungsional Auditor Pertama 10 

7. P2UPD Madya 1 

8. P2UPD Muda 2 

9. P2UPD Pertama 3 

10. Auditor Kepegawaian 1 

 

b. Kekuatan personil berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 

No Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah 

1. Golongan IV/c - 1 1 

2. Golongan IV/b 4 3 7 

3. Golongan IV/a 1 3 4 

4. Golongan III/d 6 7 13 

5. Golongan III/c 6 4 10 

6. Golongan III/b 4 5 9 

7. Golongan III/a 4 2 6 
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No Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah 

8. Golongan II/d 1 - 1 

9. Golongan II/c - - - 

10. Golongan II/b - - - 

11. Golongan II/a - - - 

12. Golongan I/c - - - 

  Jumlah 26 25 51 

 

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Laki-laki Wanita Jumlah 

1. Magister S-2 7 7 14 

2. Sarjana S-1 16 16 32 

3. Sarmud/ DIII  - 2 2 

4. SLTA 3 - 3 

5. SLTP  - -  -  

  Jumlah 26 25 51 

 

d. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota 

Bogor dan Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia pada Inspektorat Kota Bogor berdasarkan kuantitas 

dan kompetensinya sesuai dengan analisa jabatan dan analisa 

beban kerja, disajikan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.1. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota Bogor 
 

No. Nama Jabatan 

Jumlah Kondisi SDM 
saat ini 

(s.d semester 1 
tahun 2019) 

Jumlah Kebutuhan 
SDM s.d Tahun 2024 

Jumlah Pemenuhan SDM s.d 
Tahun 2024 

PNS P3K Non PNS PNS P3K PNS P3K 

1 Inspektur 1 - - - - 1 - 

2 Sekretaris 1 - - - - 1 - 

 2.1 Sub Bagian Perencanaan, 
Analisis dan Evaluasi 

       

  2.1.1 Analis Perencanaan 
Evaluasi dan Pelaporan 

1 - - 1 - 2 - 

  2.1.2 Pengolah Data 
Administrasi 
Pemeriksaan 

1 - - 1 - 2 - 

  2.1.3 Pengolah Data Tindak 
Lanjut Pemeriksaan 

- - - 1 - 1 - 

 2.2 Sub Bagian Administrasi 
Umum dan Keuangan 

       

  2.1.1 Bendahara 1 - - - - 1 - 

  2.1.2 Pengelola Keuangan - - - 2 - 2 - 

  2.1.3 Verifikator Data 
Laporan Keuangan 

- - - 1 - 1 - 

  2.1.4 Pengelola Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah 

1 - - - - 1 - 

  2.1.5 Analis Sumber Daya 
Manusia Aparatur 

1 - - - - 1 - 

  2.1.6 Pengadministrasi 
Umum 

2 - - - - 2 - 

3 Inspektur Pembantu I 1 - - - - 1 - 

4 Inspektur Pembantu II 1 - - - - 1 - 

5 Inspektur Pembantu III 1 - - - - 1 - 
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No. Nama Jabatan 

Jumlah Kondisi SDM 
saat ini 

(s.d semester 1 
tahun 2019) 

Jumlah Kebutuhan 
SDM s.d Tahun 2024 

Jumlah Pemenuhan SDM s.d 
Tahun 2024 

PNS P3K Non PNS PNS P3K PNS P3K 

6 Auditor Utama - - - 1 - 1 - 

7 Auditor Madya 7 - - - - 7 - 

8 Auditor Muda 14 - - 7 - 21 - 

9 Auditor Pertama 10 - - 22 - 32 - 

10 Auditor Terampil Penyelia - - - 2 - 2 - 

11 Auditor Pelaksana Lanjutan - - - 2 - 2 - 

12 Auditor Pelaksana - - - 1 - 1 - 

13 Auditor Kepegawaian Madya - - - - - - - 

14 Auditor Kepegawaian Muda - - - 1 - 1 - 

15 Auditor Kepegawaian Pertama 1 - - 1 - 2 - 

16 Pengawas Pemerintahan Madya 1 - - 6 - 7 - 

17 Pengawas Pemerintahan Muda 2 - - 6 - 8 - 

18 Pengawas Pemerintahan Pertama 3 - - 5 - 8 - 

         

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 

 

Tabel 2.2. Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota Bogor 
 

No. Nama Jabatan 

Jumlah SDM Yang Sudah 
Mengikuti Diklat 

(s.d semester 1 tahun 2019) 

Rencana Jumlah SDM yang 
Diusulkan Mengikuti Diklat 

(s.d tahun 2024) 

Fungsion
al 

Struktu
ral 

Teknis 
Lainnya 

Fungsio
nal 

Strukt
ural 

Teknis 
Lainnya 

1 Inspektur - - - - 1 1 

2 Sekretaris - - - - 1 1 

 2.1 Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi       
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No. Nama Jabatan 

Jumlah SDM Yang Sudah 
Mengikuti Diklat 

(s.d semester 1 tahun 2019) 

Rencana Jumlah SDM yang 
Diusulkan Mengikuti Diklat 

(s.d tahun 2024) 

Fungsion
al 

Struktu
ral 

Teknis 
Lainnya 

Fungsio
nal 

Strukt
ural 

Teknis 
Lainnya 

  2.1.1 Analis Perencanaan Evaluasi dan 
Pelaporan 

- - - - - 2 

  2.1.2 Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan - - - - - 2 

  2.1.3 Pengolah Data Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

- - - - - 1 

 2.2 Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan       

  2.1.1 Bendahara - - - - - 1 

  2.1.2 Pengelola Keuangan - - - - - 2 

  2.1.3 Verifikator Data Laporan Keuangan - - - - - 1 

  2.1.4 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah 

- - - - - 1 

  2.1.5 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - - - - - 1 

  2.1.6 Pengadministrasi Umum - - - - - 1 

3 Inspektur Pembantu I - - 1 - - 1 

4 Inspektur Pembantu II - - - - - 1 

5 Inspektur Pembantu III - - 1 - - 1 

6 Auditor Utama - - - - - 1 

7 Auditor Madya 1 - 5 - - 7 

8 Auditor Muda - - 14 - - 21 

9 Auditor Pertama 2 - 8 - - 32 

10 Auditor Terampil Penyelia - - - - - 2 

11 Auditor Pelaksana Lanjutan - - - - - 2 

12 Auditor Pelaksana - - - - - 1 

13 Auditor Kepegawaian Madya - - - - - 1 

14 Auditor Kepegawaian Muda - - - - - 2 

15 Auditor Kepegawaian Pertama - - - - - 2 

16 Pengawas Pemerintahan Madya 1 - - - - 7 
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No. Nama Jabatan 

Jumlah SDM Yang Sudah 
Mengikuti Diklat 

(s.d semester 1 tahun 2019) 

Rencana Jumlah SDM yang 
Diusulkan Mengikuti Diklat 

(s.d tahun 2024) 

Fungsion
al 

Struktu
ral 

Teknis 
Lainnya 

Fungsio
nal 

Strukt
ural 

Teknis 
Lainnya 

17 Pengawas Pemerintahan Muda 2 - - - - 8 

18 Pengawas Pemerintahan Pertama 3 - - - - 8 

        

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 
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e. Sarana dan Prasarana  

 Sarana dan prasarana yang telah dimiliki Inspektorat Kota 

Bogor sampai dengan Tahun 2019 disertai dengan kondisi 

dan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana serta 

kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasaran selama lima 

tahun kedepan sebagaimana tabel dibawah ini : 

  



21 
 

Tabel 2.3. Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Kota Bogor 
 

No. Nama Barang 

Jumlah Kondisi Saat Ini Jumlah Rencana Pengadaan 

Baik Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Kendaraan Roda 4  7 4       

2 Kendaraan Roda 2  9 9  2  2  2 

3 Komputer PC  17  1 5  5 2 5 

4 Laptop  53 1 2 9 5 5 5 5 

5 Scanner ADF  3   3  3  3 

6 Printer  24  3  5  5  

7 UPS   4   1 1  1 

8 InFocus Projector  3 2  3 3 3 3 3 

9 Lemari Arsip Besi      1  1  

10 Filling Cabinet Besi / Metal  27 8 1  1  1  

11 Mesin Tik Elektrik  1        

12 Rak Arsip Besi   6    1    

13 CCTV Indoor / Outdoor  3     1   

14 Layar Proyektor Infocus  2    1    

15 Mesin FotoCopy  1     1   

16 Mesin Penghancur Kertas  2 6  1 1 1 1 1 

17 Faximili  1        

18 Lemari Es (Kulkas)  3 1       

19 AC (Pendingin Ruangan)  17 1  10  5  2 

20 Televisi  3 1   1   1 

21 Wireless Microphone  1    1   1 

22 Interactive LED Display Monitor      1    

23 Kamera DSLR     1   1  

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 
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Tabel 2.4. Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Kota Bogor 
 

No. Nama Barang 

Jumlah Kondisi Saat Ini Jumlah Rencana Pemeliharaan 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Kendaraan Roda 4  7 4  10 10 10 10 10 

2 Kendaraan Roda 2  9 9  - - - - - 

3 Komputer PC  17  1 16 15 15 15 15 

4 Laptop  53 1 2 27 20 20 20 20 

5 Scanner ADF  3     2  2 

6 Printer  24  3 22 22 22 22 22 

7 UPS   4       

8 InFocus Projector  3 2   1 1 1 1 

9 Lemari Arsip Besi          

10 Filling Cabinet Besi / Metal  27 8 1      

11 Mesin Tik Elektrik  1   1  1   

12 Rak Arsip Besi   6        

13 CCTV Indoor / Outdoor  3   1 1 1 1 1 

14 Layar Proyektor Infocus  2        

15 Mesin FotoCopy  1    1 1 1 1 

16 Mesin Penghancur Kertas  2 6  8 5 5 5 5 

17 Faximili  1    1  1  

18 Lemari Es (Kulkas)  3 1    1   

19 AC (Pendingin Ruangan)  17 1  13 12 10 10 10 

20 Televisi  3 1       

21 Wireless Microphone  1        

22 Interactive LED Display Monitor          

23 Kamera DSLR          

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Pengawasan merupakan komponen terpenting dalam manajemen. 

Begitu pula dalam manajemen pemerintahan, pengawasan 

merupakan komponen yang mutlak harus ada, karena ia wajib 

ada pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Pelayanan Masyarakat. 

Inspektorat Kota Bogor sebagai lembaga pengawasan yang 

melaksanakan tugas pengawasan dan penjaminan mutu atas 

semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kota 

Bogor yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT). 

Perangkat Daerah yang menjadi Obyek Pemeriksaan 

Inspektorat Kota Bogor sebanyak 41 (empat puluh satu) objek 

pemeriksaan, terdiri dari: 

No. Jenis Obyek Pemeriksaan Jumlah 

1 Sekretariat  2 

2 Badan 6 

3 Dinas 20 

4 Satuan 1 

5 Kantor 1 

6 Kecamatan 6 

7 BUMD 4 

8 RSUD 1 

  Jumlah 41 

 

Selain obyek pemeriksaan tersebut, Inspektorat Kota Bogor juga 

melakukan pemeriksaan khusus terhadap masalah-masalah yang 

terjadi di Kota Bogor. Penugasan pemeriksaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan dari beberapa sumber yaitu: dari 
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disposisi Wali Kota Bogor, Berita Media Masa dan Pengaduan dari 

Masyarakat. 

Pengawasan lainnya juga dilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor 

yaitu Evaluasi, Reviu, Monitoring, Pendampingan, Pembinaan dan 

Pemberian Jasa Konsultasi. 
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Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bogor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Pemeriksaan Reguler 30 LHP 24 LHP 6 LHP 30 LHP 22 LHP 30 LHP 33 LHP 6 LHP 30 LHP 19 LHP 100% 138% 100% 100% 86%

2 Pemeriksaan Tujuan 

Tertentu

- 4 LHP 10 LHP 3 LHP 3 LHP - 2 LHP 10 LHP 3 LHP 5 LHP - 50% 100% 100% 167%

3 Pemeriksaan Khusus 15 LHP 24 LHP 20 LHP 10 LHP 15 LHP  41 LHP 24 LHP - - 6 LHP 273% 100% - - 40%

4 Pemeriksaan Khusus 

PPDB/Monitoring

4 Lap 1 Lap - 1 Lap 1 Lap 4 Lap 1 Lap - 1 Lap 1 Lap 100% 100% - 100% 100%

5 Pemeriksaan Kinerja - - 3 LHP 3 LHP 6 LHP - - 3 LHP 3 LHP 6 LHP - - 100% 100% 100%

6 Probity Audit - - 15 LHP 2 Lap 1 Lap 2 Lap 2 Lap - - - 1333% 100% -

7 Reviu LKPD Tk. Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Reviu LKPD Tk. PD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Reviu Perencanaan & 

Penganggaran

- - 37 Lap 3 lap 4 Lap - - 37 Lap 3 lap 4 Lap 100% 100% 100% 100% 100%

10 Reviu LAKIP Kota - - - 1 LHR 1 LHR - - - 1 LHR 1 LHR 100% 100% 100% 100% 100%

11 Evaluasi SAKIP 35 LHE 35 LHE 37 LHE 37 LHE 37 LHE 35 LHE 35 LHE 37 LHE 37 LHE 37 LHE 100% 100% 100% 100% 100%

12 Monitoring BOS - 1 Lap 1 Lap 1 lap 1 lap - 1 Lap 1 Lap 1 lap 1 lap 100% 100% 100% 100% 100%

13 Monitoring persediaan & 

aset

- - - - 1 Lap - - - - 1 Lap 100% 100% 100% 100% 100%

14 Monitoring persediaan - - - 2 lap - - - - 2 lap - 100% 100% 100% 100% 100%

15 Monitoring Pembinaan 

Pengawasan

- - 10 LHP - 5 LHP - - 10 LHP - 5 LHP 100% 100% 100% 100% 100%

16 Monitoring Tata kelola 

Keuangan dan 

Pemerintahan

- 5 Lap 5 lap 100% 100% 100% 100% 100%

17 Tinjut hasil Pemeriksaan 

BPK

2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% 100% 100% 100%

18 Tinjut hasil Pemeriksaan 

Inspektorat Provinsi

2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% 100% 100% 100%

19 Tinjut hasil Pemeriksaan 

Inspektorat Kota 

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% 100% 100% 100%

RASIO  CAPAIAN TAHUN KE
REALISASI CAPAIAN TAHUN KETARGET RENSTRA PD TAHUN KE-

NO

INDIKATOR KINERJA 

SESUAI TUGAS DAN 

FUNGSI PD

TARGET 

NSPK

TARGE

T IKK

TARGE

T 

INDIK

ATOR 

LAINN

YA
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi Sumber Daya 

Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek 

pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang 

proporsional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas 

pemeriksa yang ada. 

Sistem Pengendalian Intem yang dilaksanakan oleh masing-

masing Atasan Langsung Inspektorat Kota Bogor belum berjalan 

efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasi 

bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada hasil, tepat waktu, 

tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan 

stakeholders. 

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan 5 (lima) 

tahun kedepan adalah sebagai berikut : 

 Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan. 

 Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat 

Pengawasan Intemal dalam rangka pengambilan kebijakan 

Pemerintah Daerah. 

 Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan. 

 Peningkatan operasional pemeriksaan serta penanganan 

terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat. 

 Sistem Pengendalian Intem yang harus ditingkatkan di masing-

masing unit kerja. 

Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajerial 

menurut teori SWOT : 

1. Faktor Intemal 

 a. Strength (Kekuatan) 

• Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. 
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• Program Kerja Pengawasan Tahunan 

• Sumber daya manusia/pegawai 

• Sarana dan prasarana yang tersedia 

 b. Weakness (Kelemahan) 

• Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Auditor 

• Kualitas sumber daya manusia masih kurang 

2. Faktor Ekstemal  

 a. Opportunities (Peluang) 

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. 

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. 

• Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001. 

• Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001. 

• Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004. 

• Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.  

b. Threats (Tantangan/Ancaman) 

1. Tuntutan dari masyarakat  

2. Tuntutan dari pengambil kebijakan 

Pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu : 

a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 

1. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang 

ditetapkan. 

2. Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, yang 

belum adanya keseimbangan secara proporsional. 

b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan 

peluang: 

1. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan 

dengan melalui Seminar atau PKS. 

2. Perbanyak jumlah Pejabat Fungsional Auditor dengan 

melalui Diklat Fungsional dan Bimbingan Teknis. 

c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman: 
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1. Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten 

berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. 

2. Laksanakan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan 

yang ada 

d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman: 

1. Laksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen 

sesuai standar dan norma pemeriksaan. 

2. Tingkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan 

atau juklak yang ada. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

INSPEKTORAT KOTA BOGOR 

 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 

Pelayanan Inspektorat Kota Bogor  

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas 

membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan oleh Perangkat Daerah.  

Untuk melaksanakan tugas Inspektorat mempunyai fungsi:  

a. pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat;  

b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang 

Pengawasan;  

c. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kegiatan 

peningkatan kapasitas APIP, Kegiatan asistensi/pendampingan, 

kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan 

pemeriksaan dan kegiatan pengawasan lainnya;  

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

Wali Kota;  

e. penyusunan laporan hasil pengawasan;  

f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan 

prasarana Inspektorat;  

g. pelaksanaan administratif Inspektorat;  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Inspektorat Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

dibidang pengawasan tersebut menemukan beberapa permasalahan 

diantaranya : 
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a. Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal 

b. belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan hasil 

reviu LKPD 

c. Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif 

d. tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP belum optimal 

e. prosentase penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah masih 

rendah 

f. Prosentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat 

WBK masih rendah 

g. belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria 

pengawasan 

 

Matrik pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah tersaji pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 3.1.  Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan 
Sasaran Pembangunan Daerah 

 

No. Masalah Pokok 
 

Masalah 
 

Akar Masalah 

 1. Tuntutan 

terwujudnya 
tata kelola 

pemerintahan 
yang akuntabel 
dan bersih 

1 Belum 

optimalnya 
akuntabilitas 

Kinerja dan 
keuangan 
Pemerintah 

Daerah 

1 Sistem akuntabilitas kinerja 

perangkat daerah belum 
optimal 

2 belum ditindaklanjutinya 

semua rekomendasi laporan 
hasil reviu LKPD 

3 Penyelenggaraan pengawasan 
perangkat daerah belum 

efektif 

4 tindak lanjut rekomendasi 
temuan BPK dan APIP belum 

optimal 

5 prosentase penerapan SPIP 

level 3 pada perangkat daerah 
masih rendah 

6 Prosentase PD yang diusulkan 
untuk mendapatkan predikat 
WBK masih rendah 



 

31 
 

No. Masalah Pokok 
 

Masalah 
 

Akar Masalah 

7 belum lengkapnya Norma, 
Standar, Prosedur, Kriteria 

pengawasan 

  2 Belum 
optimalnya 

kapabilitas 
APIP 

1 belum meratanya kompetensi 
APIP 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih  

Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi dibidang pengawasan mempunyai tugas membantu Wali 

Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat mempunyai fungsi 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan;  

b. pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Wali Kota; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka 

Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai peran dalam 

mewujudkan visi di atas melalui misi kedua, Mewujudkan Kota 
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Bogor Yang Cerdas. Kota Bogor yang cerdas berarti tata kelola 

pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, transparan, 

dan melayani. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan 

tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman 

dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat 

agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, 

dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan 

untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang 

tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat komitmen 

patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai 

ketentuan yang telah disepakati bersama. 

Terkait dengan arah kebijakan Inspektorat Kota Bogor dalam 

mendukung Visi dan Misi Walikota dan wakil walikota terpilih 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan SPIP; 

2. Penyusunan dan penyempumaan norma, standar dan 

prosedur pemeriksaan; 

3. Penyusunan PKPT berbasis risiko; 

4. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui 

koordinasi dan sinergitas antar APIP maupun dengan Objek 

Pemeriksaan; 

5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi APIP; 

6. memantapkan peran Inspektorat dalam pemberian jasa 

konsultasi; 

7. Mengembangkan deteksi dini (Early Waming System) sebagai 

tindakan pencegahan dalam pengadaan barang/jasa 

khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik dan 

Pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan; 

8. Pemberian fasilitas Diklat, Bimtek, Sosialisasi, PP SDAM 

kepada APIP; 
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3.3. Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat 

Visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih menjadi dasar 

perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun visi 

pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023 adalah Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin Dengan 

Inovasi Dan Kolaborasi. Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam 

beberapa misi yaitu: 

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui 

Peningkatan Peran Masjid dan Tempat ibadah Sebagai Pusat 

Peradaban; 

2. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan 

Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif; 

3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 

berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui 

peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; 

4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat 

yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan 

kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku 

pembangunan; 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan 

kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, Provinsi 

dan Kab/Kota. 

Terkait dengan arah dan kebijakan pembinaaan dan pengawasan 

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu 2018-2023, 

diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel serta 

mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ditetapkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, baik 

dan akuntabel. 
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Selaras dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, 

maka Inspektorat Provinsi Jawa Barat menetapkan 2 tujuan, yaitu: 

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, 

baik dan akuntabel, dengan indikator kinerja; 

a) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

(EPPD), target akhir dengan nilai 3,424 

b) Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah, target akhir dengan 

Nilai A 

c) Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD), target akhir dengan opini WTP. 

d) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, target 

akhir dengan tingkat SPIP pada Tingkat 4 

2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan 

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, 

baik dan akuntabel, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas 

APIP, target akhirnya berada pada level 4 

Sedangkan untuk sasaran dan indikator sasaran Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

 

No Sasaran 
Indikator Kinerja 

Sasaran 

Target Kinerja 

Existing 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatnya 

kualitas 
penyelenggaraan 

Urusan wajib 

dan pilihan  

Nilai Evaluasi 

Penyelenggaraan 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah (EPPD) 

Provinsi Jawa 

Barat 

3,249 3,249 3,275 3,291 3,357 3,424 

    Jumlah 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang masuk 

peringkat 10 besar 

nasional 

2 4 6 8 10 10 

2 Meningkatnya 

akuntabilitas 
dan kinerja 

pemerintah 

Nilai Evaluasi 

SAKIP 
Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

A A A A A A 
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No Sasaran 
Indikator Kinerja 

Sasaran 

Target Kinerja 

Existing 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

daerah Jawa Barat 

    Jumlah 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang nilai 

SAKIPnya adalah 

>BB 

2 5 10 15 20 25 

3 Meningkatnya 

pengelolaan 

keuangan dan 

barang daerah 

yang akuntabel 

dan sesuai 
standar 

akuntansi 

pemerintah 

Opini BPK RI 

terhadap laporan 

keuangan 

pemerintah daerah 

(LKPD) Provinsi 

Jawa Barat 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

    Jumlah 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota yang 
opini atas LKPD 

adalah WTP 

24 25 26 27 27 27 

4 Terciptanya 

Pemerintahan 

daerah yang 

bersih 
berintegritas 

tanpa tindak 

pidana korupsi 

Tingkat Maturitas 

Implementasi SPIP 

2 3 3 4 4 4 

    Nilai Indikator 

Rencana Aksi 

Daerah 

Pencegahan dan 
pemberantasan 

Korupsi (RADPPK) 

78% 90% 100% 100% 100% 100% 

5 Meningkatnya 

kompetensi dan 

kemampuan 

Aparatur 
Pengawasan 

yang berkualitas 

dan handal 

Tingkat Kapabilitas 

APIP 

3 3 3 3 4 4 

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 

Selain itu program-program pembinaan dan pengawasan Inspektorat 

Tahun 2018-2023 menyesuaikan dengan sasaran-sasaran yang ingin 
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dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, program-

program tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah Daerah. 

 Program ini ditetapkan untuk mencapai sasaran “Meningkatnya 

kualitas penyelenggaraan Urusan wajib dan pilihan” 

2. Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja 

 Program ini ditetapkan untuk mencapai sasaran “Meningkatnya 

akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah” 

3. Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja 

 Program ini ditetapkan untuk mencapai sasaran “Meningkatnya 

pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan 

sesuai standar akuntansi pemerintah”. 

4. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas 

 Program ini ditetapkan untuk mencapai sasaran “Terciptanya 

Pemerintahan daerah yang bersih berintegritas tanpa tindak 

pidana korupsi”. 

5. Program Peningkatan Kapabilitas APIP 

 Program ini ditetapkan untuk mencapai sasaran “Meningkatnya 

kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang 

berkualitas dan handal”. 

Terkait dengan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor 

pendorong dari pelayanan Inspektorat Kota Bogor ditinjau dari 

sasaran jangka menengahRentra Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3  Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, 
Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA 

NO MISI DAN 

PROGRAM KDH 

DAN WAKIL 

KDH TERPILIH 

PERMASALA

HAN 

PELAYANAN 

PD 

FAKTOR 

PENGHAMBAT PENDORONG 

1. Mewujudkan 

Kota Cerdas 

Belum 

optimalnya 

akuntabilitas 

Kinerja dan 

keuangan 

Pemerintah 

Daerah. 

 Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum 

optimal 

 belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan 

hasil reviu LKPD 

 Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum 

efektif 

 tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP belum 

optimal 

 prosentase penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah 

masih rendah 

 Prosentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan 

predikat WBK masih rendah 

 belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria 

pengawasan 

 

 Motivasi kerja yang kuat 

 Sertifikasi JFA 

 Semangat menuju level 3 

 Staf yang bersertifikat 

auditor 

 Adanya instrumen 

Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional secara tertib, efektif dan 

efisien.Selain untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dalam 

pembangunan daerah/ nasional, RTRW diperlukan juga untuk 

merencanakan penggunaan sumber daya alam secara baik. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diharapkan 

dapat berjalan optimal dengan adanya RTRW. Pola ruang Kota Bogor 

dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang terjadi 

dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan ruang dan 

efektifitas pergerakan internal dan eksternal. Dari sisi optimalisasi 

peruntukan ruang, pola yang akan dikembangkan harus dapat 

menampung kegiatan-kegiatan utama yang termasuk kegiatan 

pemukiman perkotaan, selain itu pemanfaatan ruang kota akan 

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, dengan 

mengalokasikan peruntukan ruang untuk konservasi. 

Rencana penggunaan lahan yang mempunyai porsi besar adalah 

perumahan serta perdagangan dan jasa, hal ini sejalan dengan 

fungsi unggulan Kota Bogor yang diarahkan pada jasa, pariwisata, 

perdagangan dan perumahan. Distribusi penggunaan lahan tahun 

2019 didominasi oleh pemukiman dan perumahan, kebun serta 

semak belukar.Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di 

Kota Bogor saat ini cukup pesat, karena selain melayani penduduk 

Kota Bogor juga daerah-daerah sekitarnya diantaranya Kabupaten 

Bogor, juga merupakan salah satu kota wisata, baik lokal maupun 

mancanegara, yang akhirnya akan mempengaruhi kegiatan 

perdagangan dan jasa. 

Sedangkan pengaruh Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola 

Ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Kota Bogor, 



 

39 

 

sangat mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya pemberian 

layanan kepada perangkat daerah berupa konsultasi dan 

penjaminan mutu, akses yang mudah dapat mempercepat 

penyelesaian masalah di perangkat daerah. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan 

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. 

Tujuan adalah pemyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu 

strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah 

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Rumusan pemyataan tujuan dan sasaran jangka menengah 

pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Bogor beserta 

indikator kinerja Tujunan dan Sasaran disajikan dalam Tabel 

sebagaimana berikut ini. 

 

Tabel 4.1.  Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat 
Kota Bogor 

 
 

Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan / 

Sasaran 
Satua

n 

Target Kinerja Sasaran Per Tahun 

Kiner
ja 

Pada 
Akhir 
Perio

de 

2020 2021 2022 2023 2024 2024 

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas               

 Tujuan 1 : 
Terwujudnya 
Tata Kelola 
urusan 
pemerintahan 
fungsi 
penunjang 
bidang 
pengawasan 
yang Efektif, 
Efisien dan 
Akuntabel  

 Level Maturitas 
SPIP 

Level 2 3 3 3 3 3 

 Sasaran 1 : 
Meningkatnya 
kualitas tata 
kelola 
pelayanan 
inspektorat  

Nilai AKIP 
Inspektorat 

Nilai BB BB A A A A 

Indeks Kepuasan 
Perangkat 

Daerah/Lembaga
/Instansi Lainnya 
terhadap 
pelayanan 
Inspektorat 

Indeks 83,0 83,5 83,7 83,9 84,0 84,0 

Level kapabilitas 
APIP 

Level 3 3 3 3 3 3 
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Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan / 

Sasaran 
Satua

n 

Target Kinerja Sasaran Per Tahun 

Kiner
ja 

Pada 
Akhir 

Perio
de 

2020 2021 2022 2023 2024 2024 

 Sasaran 2 : 
Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja dan 
keuangan 
pemerintah 
daerah  

Prosentase PD 
yang 
mendapatkan 
Hasil Evaluasi 
SAKIP minimal 
BB 

% 67,57 70,27 100 100 100 100 

Level Maturitas 
SPIP 

Level 2 3 3 3 3 3 

Prosentase 
perangkat daerah 
yang bebas dari 
penyimpangan 
keuangan yang 
material 

% 75,68 78,38 81,08 83,78 86,49 86,49 

Jumlah PD 
Berpredikat WBK 

point 1 1 1 1 1 5 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 
Pada Bab V ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah 

kebijakan Inspektorat Kota Bogor dalam lima tahun mendatang untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menjabarkan 

strategu dan kebijakan pada sub bab ini, dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 5.1  Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga 

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Terwujudnya 

Tata Kelola 

urusan 

pemerintahan 

fungsi 

penunjang 

bidang 

pengawasan 

yang Efektif, 

Efisien dan 

Akuntabel 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya 

kualitas tata 

kelola pelayanan 

inspektorat 

1. Meningkatkan 

kompetensi APIP 

Pemberian fasilitas Diklat, 

Bimtek, Sosialisasi, PP SDAM 

kepada APIP 

2. Optimalisasi 

penjaminan 

mutu dan 

konsultasi 

melalui penataan 

kebijakan dan 

sistem 

pengawasan 

berbasis risiko 

1. Penyusunan dan 
penyempumaan norma, 
standar dan prosedur 
pemeriksaan 

2. Penyusunan PKPT berbasis 
risiko 

3. Peningkatan kualitas 
Laporan Hasil Pemeriksaan 
melalui koordinasi dan 
sinergitas antar APIP 
maupun dengan Objek 
Pemeriksaan. 

4. Peningkatan sarana dan 

prasarana penunjang bagi 
APIP 

5. Memantapkan peran 
Inspektorat dalam 
pemberian jasa konsultasi. 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja dan 

keuangan 

pemerintah 

Mendorong 

peningkatan 

penerapan Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemerintah 

(SPIP) pada 

1. Melaksanakan pembinaan 
dan monitoring penerapan 
SPIP 

2. Mengembangkan deteksi 
dini (Early Warning 
System) sebagai tindakan 
pencegahan dalam 
pengadaan barang/jasa 
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Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga 

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

daerah perangkat daerah khususnya yang 
berhubungan dengan 
pembangunan fisik. 

3. Pendampingan tenaga ahli 
dalam pelaksanaan 
pengawasan 

4. Peningkatan pemutakhiran 

data tindak lanjut 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 
 

Rencana program, kegiatan dan pendanaan pada tabel 6.1 

dijabarkan sesuai dengan tujuan dan sasaran di atas dan dilengkapi 

dengan indikator kinerja baik indikator tujuan, indikator sasaran, 

indikator program dan indikator kegiatan serta target kinerja setiap 

tahunnya dan kondisi sampai dengan tahun akhir rencana. Satuan untuk 

setiap indikator tercantum dengan jelas. Rumusan tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 6.1  Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kota Bogor 
 

Tujuan  Sasaran  

Program 

dan 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 
(Outcome) dan 

kegiatan (Output) 

Satua
n 

Data 
Capai

an 
pada 

tahun 
awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  

Kerja 
Peran
gkat 

Daera

h  
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lokas
i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
periode 
Renstra 

perangkat 

daerah 

Tar
get  

Rp. 

(000) 

Targe

t  

Rp. 

(000) 

Targ

et  

Rp. 

(000) 

Targe

t  

Rp. 

(000) 

Tar

get  

Rp. 

(000) 
Vol 

Rp. 

(000) 

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga 

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas 

Tujuan 1 : 

Terwujudnya 
Tata Kelola 
urusan 
pemerintahan 

fungsi 
penunjang 
bidang 
pengawasan 

yang Efektif, 
Efisien dan 
Akuntabel 

    Level Maturitas 

SPIP 

Level 2 2   3   3   3   3   3       

Sasaran 1 : 
Meningkatnya 

kualitas tata 
kelola 
pelayanan 
inspektorat 

Program 
1.1.1 : 

Peningkata
n 
Pengemban
gan Sistem 

Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

Persentase 
rekomendasi 

temuan 
Inspektorat Kota, 
Inspektorat 
Provinsi dan atau 

BPK yang 
ditindaklanjuti 

% 85 90 53 90 18 95 21 95 24 100 24 100 140 Inspek

torat 
Kota 

Bogor 

Kota 

Bogor 

Nilai Hasil 
Evaluasi SAKIP 

Perangkat Daerah 

Point B B BB BB BB A A 

Persentase 
Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan 

Pemerintah 
Daerah per 
Urusan 

Point 75 80 85 90 95 100 100 

Kegiatan 
1.1.1.1. : 
Penyusuna
n 

Perencanaa
n dan 
Pelaporan 
PD 

1. Jumlah 
Rekomendasi hasil 
pemeriksaan yang 
ditindaklanjuti 

% 85 90   90   95   95   100   100 0     

2. Nilai Hasil 

Evaluasi LKIP 
Perangkat daerah 

Point B B BB BB BB A A 
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

3. Jumlah kinerja 

penyelenggaraan 
Perangkat Daerah 
Yang tercapai 

% 75 80 85 90 95 100 100 

Program 

1.1.2 : 
Peningkata
n Sarana 
dan 

Prasarana 
Aparatur 

Prosentase 

Pemenuhan 
sarana dan 
prasarana PD 

% 80 80 12400 85 750 90 850 95 950 100 1050 100 16000     

Kegiatan 
1.1.2.1 : 
Pengadaan 
Inventaris 

Kantor 

Jumlah Inventaris 
kantor yang 
disediakan 

Paket 8 10 500 10 550 10 600 10 650 10 700 10 3000     

Kegiatan 
1.1.2.2 : 
Pemeliharaa
n Rutin 

Berkala 
Inventaris 
Kantor 

Jumlah  Barang 
Iventaris kantor 
yang dipelihara 

Paket 4 7 200 7 200 7 250 7 300 7 350 7 1300     

Kegiatan 
1.1.2.3 
:Pembangu
nan Gedung 

Inspektorat 
Kota Bogor 

Terbangunnya 
gedung kantor 
Inspektorat Kota 
Bogor 

Unit 0 1 11700 - 0 - 0 - 0 - 0 1 11700     
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

Program 

1.1.3 : 
Pengemban
gan Data 
dan 

Informasi 

Prosentase PD 

yang menyediakan 
data dan informasi 
melalui media 
elektronik 

% 50 55 125 60 125 65 125 70 125 75 125 75 625     

Prosentase data 
dan Informasi 
pembangunan 
yang dapat 

diakses oleh 
publik melalui 
media elektronik 

% 50 55 60 65 70 75 75 

Persentase 
Ketersediaan Data 
dan Informasi  
sesuai  Kebutuhan 

perencanaan dan 
pengendalian 
serta evaluasi 
pembangunan 

% 85 90 90 95 95 100 100 

Kegiatan 
1.1.3.1 : 
Pengemban
gan Sistem 

Pengawasan 
Berbasis IT 

Terselenggaranya 
pengembangan 
Sistem 
Pengawasan yang 

handal 

Unit - 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125   625     

Program 

1.1.4 : 
Pelayanan 
Administras
i 

Perkantora
n 

Prosentanse 

pemenuhan 
kebutuhan 
operasional 
perangkat daerah 

% 100 100 1750 100 1300 100 1300 100 1350 100 1375 100 7075     
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

Kegiatan 

1.1.4.1 : 
Pengelolaan 
Rumah 
tangga PD 

Terpenuhinya 

kebutuhan 
pegawai 
Inspektorat Kota 
Bogor 

% 100 100 1750 100 1300 100 1300 100 1350 100 1375 100 7075     

Program 
1.1.5 : 
Peningkata
n Sistem 

Pengawasan 
Internal 
dan 
Pengendalia

n 
Pelaksanaa
n Kebijakan 

KDH 

1. Jumlah 
Infrastruktur 
Peningkatan 
Kapabilitas APIP 

yang dibangun / 
diupdate 

Eleme
n 

3 3 350 3 350 4 350 4 350 4 350 4 1750     

2. Jumlah Diklat, 

Bimtek, 
Sosialisasi, 
PPSDAM 

Angka 7 8 8 8 9 9 9     

Kegiatan 
1.1.5.1 
:Peningkata

n 
Kapabilitas 
APIP 

1. Terlaksananya 
pembangunan / 
updating 

infrastruktur PK 
APIP (kali)                                                         

Kali 3 4 350   350   350   350  350 0 1750     

2. Penilaian 
DUPAK jabatan 

Fungsional 

Set 24 70 70 70 70 70 70 

3. Verifikasi  
LHKASN 

Kali 1 1 1 1 1 1 1 
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

4. 

Terselenggaranya 
fasilitasi diklat, 
bimtek, 
sosialisasi, 

PPSDAM (kali) 

Kali 7 12 12 12 12 12 12 

Sasaran 2 : 
Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja dan 

keuangan 
pemerintah 
daerah 

                                   

Program 
1.2.1 : 

Peningkata
n Sistem 
Pengawasan 
Internal 

dan 
Pengendalia
n 
Pelaksanaa

n Kebijakan 
KDH 

1. Opini BPK Opini WTP WTP 125 WTP 150 WTP 165 WTP 175 WTP 185 WTP 800     

2. Persentase PD 
yang dilakukan 
pengawasan 

% 100 100 220 100 225 100 230 100 235 100 240 100 1150 

3. Persentase 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat  

% 100 100 100 100 100 100 100 

4. Persentase 
rekomendasi 
temuan BPK dan 

APIP yang 
ditindaklanjuti 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5. Level Maturitas 

SPIP 

Level 1 2 200 3 250 3 300 3 350 3 400 3 1500 

6. Persentase 
Penerapan SPIP 

pada Perangkat 
Daerah 

% 43 46 48,7 51 54,1 56,8 57 

7. Jumlah PD 
berpredikat  WBK 

PD 0 1 84 1 120 1 125 1 150 1 175 5 654 
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

Kegiatan 

1.2.1.1 : 
Penerapan 
SPIP 

1. Jumlah 

pembinaan/monit
oring                                              

Lap 4 4 200 4 250 4 300 4 350 4 400 4 1500     

2. Jumlah PD 
yang dinilai 

PD 2 2 3 3 3 4 4 

Kegiatan 
1.2.1.2 : 
Reviu 
Laporan 

Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

1. Terlaksanannya 
Reviu LKPD                                                 

Lap 1 1 27,4 1 150 1 165 1 175 1 185 1 702,4     

2. Jumlah 

monitoring 
pengelolaan 
keuangan dan 
aset 

Lap 12 12 12 12 12 12 12 

Kegiatan 

1.2.1.3 : 
Pengawasan 
Internal 
Secara 

Berkala 

 Jumlah  Laporan 

PD yang di 
lakukan 
pemeriksaan 
kinerja 

PD   8 156,1 9 225 9 230 9 235 9 240 9 1086,1     

Jumlah Laporan  
PD yang di 
lakukan 

pemeriksaan 
tujuan tertentu / 
probity audit 

PD   8 12 12 12 12 12 

Jumlah  PD yang 
di lakukan Reviu 
dokumen 
perencanaan dan 

penganggaran, 
penyerapan 
anggaran dan 
barang jasa 

PD   37 37 37 37 37 37 
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

Jumlah Laporan 

PD yang di 
lakukan 
monitoring 
(pembangunan, 

dana bos, aksi 
pencegahan 
korupsi  

Lap   3 3 3 3 3 3 

Jumlah 

Pendampingan 
yang dilakukan 
oleh BPKP, 

Menpan, Mendagri 

PD   12 12 12 12 12 12 

Jumlah   PD yang 
di lakukan 
pembinaan / 

pendampingan 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan dan 

penganggaran, 
pengadaan barang 
dan jasa, 
operasionalisasi 

sapu bersih 
pungutan liar) 

PD   37 5 5 5 5 5 

Terlaksananya 
Penanganan 

Pengaduan 
Masyarakat  

Kali   12 12 12 12 12 12 

Jumlah 

pemantauan 
tindak lanjut 

Pema

ntaua
n TL 

  8 8 8 8 8 8 
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

Kegiatan 

1.2.1.4 : 
Pembangun
an Zona 
Integritas, 

WBK dan 
RB 

1. Jumlah PD 

yang dibina untuk 
penilaan WBK 

PD   37 199,3 37 120 37 125 37 150 37 175 37 769,3     

2. Terlaksananya 
monitoring 

RADPPK                                       

Kali   4 4 4 4 4 4 

3. Terlaksananya 

penilaian internal 
ZI                                    

Kali   1 1 1 1 1 1 

4. Terlaksannya 

penanganan 
pengendalian 
gratifikasi, WBS, 
benturan 

kepentingan 

Lap   3 3 3 3 3 3 

5. Terlaksananya 
pembinaan   PD 

yang    terkait 
penilaian PMPRB 

Kali   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6.Terlaksananya  
Monitoring  dan 
Hasil Evaluasi 
Penilaian mandiri 

RB 

Kali   2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Program 
1.2.2 : 
Penerapan 

Reformasi 
Birokrasi 

Prosentase PD 
yang 
mendapatkan 

Hasil Evaluasi 
SAKIP minimal 
"BB" 

% 19 68 58 70,3 18 100 21 100 24 100 27 100 148     

Kegiatan 
1.2.2.1 : 

1. Jumlah PD 
yang dievaluasi 

PD 37 37 58 37 18 37 21 37 24 37 27 37 148     
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Tujuan  Sasaran  
Program 

dan 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

program 

(Outcome) dan 
kegiatan (Output) 

Satua

n 

Data 

Capai
an 

pada 
tahun 

awal 
Peren
canaa

n 

Target Kinerja  Sasaran / Tujuan pada Tahun Unit  
Kerja 

Peran
gkat 

Daera
h  

Pena
nggu
ng 

Jawa

b 

Lokas

i 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 

periode 
Renstra 

perangkat 
daerah 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Targ
et  

Rp. 
(000) 

Targe
t  

Rp. 
(000) 

Tar
get  

Rp. 
(000) 

Vol 
Rp. 

(000) 

Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

2. Jumlah 

pembinaan / 
monitoring kinerja 
PD 

PD 37 37 37 37 37 37 37 

3. Terlaksananya 
reviu laporan 
kinerja 

LHR 1 1 1 1 1 1 1 

 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bogor ditetapkan untuk menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

Kota Bogor tahun 2019 – 2024 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala 

Daerah. 

Tabel 7.1  Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan 
dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 

 

Misi Tujuan 

  
Indikato

r Tujuan 
  

  
Tar
get 

Tuj
uan 

  

Sasaran  Sasaran 
Satua

n 

Target Kinerja Sasaran Per Tahun 

Kin
erja 
Pad
a 

Akh
ir 

Peri
ode 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Misi 2 : 
Mewujud
kan Kota 

Bogor 
Yang 
Cerdas  

 Tujuan 1 : 
Terwujudn
ya Tata 

Kelola 
urusan 
pemerintah
an fungsi 

penunjang 
bidang 
pengawasa
n yang 

Efektif, 
Efisien dan 
Akuntabel  

Tingkat 
capaian 
akuntabil

itas 
kinerja 
dan 
keuangan 

Pemerint
ah 
Daerah 
  

  

80% 
  
 

 Sasaran 
1 : 
Meningka

tnya 
kualitas 
tata 
kelola 

pelayana
n 
inspektor
at  

Nilai AKIP 
Inspektorat 

Nilai BB BB A A A A 

Indeks 
Kepuasan 
Perangkat 
Daerah/Lem

baga/Instans
i Lainnya 
terhadap 
pelayanan 

Inspektorat 

Indek
s 

83  83,5   83,7   83,9   84,0   
84,0  

Level 
kapabilitas 
APIP 

Level 3 3 3 3 3 3 

 Sasaran 
2 : 
Meningka

tnya 
akuntabil
itas 
kinerja 

dan 
keuangan 
pemerint
ah 

daerah  

Prosentase 
PD yang 
mendapatka

n Hasil 
Evaluasi 
SAKIP 
minimal “BB” 

% 67,57 70,27 100 100 100 100 

Level 
Maturitas 
SPIP 

Level 2 3 3 3 3 3 

Prosentase 
perangkat 
daerah yang 

bebas dari 
penyimpanga
n keuangan 
yang 

material 

% 75,68 78,38 81,08 83,78 86,49 86,4
9 

Jumlah PD 
Berpredikat 

WBK 

point 1 1 1 1 1 5 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 
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Tabel 7.2  Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan 
dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 

No. 

Misi (Diisi 
berdasarkan 

Misi Wali 
Kota 

Terpilih 
2020-2024) 

Tujuan  
  

Program  

  

Indikator 
Kinerja 

program/Kegi

atan 

Target Capaian Program 

Thn. 
2020 

Thn. 
2021 

Thn. 
2022 

Thn. 
2023 

Thn. 
2024 

1 
 

Mewujudkan 
Kota Cerdas 
  

  
  
  
  

Terwujudnya 
Tata Kelola 
urusan 

pemerintahan 
fungsi 
penunjang 
bidang 

pengawasan 
yang Efektif, 
Efisien dan 
Akuntabel 

  
  
  

Penerapan 
Reformasi Birokrasi 

Prosentase PD 
yang 
mendapatkan 

Hasil Evaluasi 
SAKIP minimal 
“BB” 

67,57 70,27 100 100 100 

Peningkatan Sistem 

Pengawasan 
Intemal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 

Peningkatan Sistem 
Pengawasan 

Intemal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Jumlah 
Infrastruktur 

PK APIP yang 
di bangun / 
update  

3 3 4 4 4 

Peningkatan sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Prosentase 
Pemenuhan 
sarana dan 

prasarana PD 

80 85 90 95 100 

Pengembangan 
Data dan Informasi 

Persentase 
Ketersediaan 

Data dan 
Informasi 
sesuai 
Kebutuhan 

perencanaan 
dan 
pengendalian 
serta evaluasi 

pembangunan 

90 90 95 95 100 

Pengelolaan 
Administrasi 

Perkantoran 

Prosentanse 
pelaksanaan 

kegiatan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran  

100 100 100 100 100 

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019 

 




